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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahnya sehingga dengan adanya 

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dalam Rangka 

penyelarasan dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan Evaluasi RPJMD. 

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan perubahan Organisasi 

Perangkat Daerah maka penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran 

RPJMD yang memuat program dan kegiatan 2017-2018, sesuai dengan RPJMD 

Perubahan. Pada kesempatan kali ini kami telah dapat menyelesaikan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan demikian diharapkan Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai 

indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. 

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) OPD Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat 

bermanfaat bagi kita semua Amin. 

 

Semarang,                           2017 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19591006 198503 1 007 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Suatu Organisasi yang dikelola secara modern untuk mencapai 

tujuannya harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Dari 

beberapa fungsi manajemen yang ada salah satu diantaranya adalah fungsi 

perencanaan. Dengan Perencanaan yang strategis organisasi dapat 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan dimasa yang akan 

datang. Perencanaan strategis dapat pula dijadikan sebuah instrumen 

untuk mencapai kondisi yang diinginkan guna mengakomodir kebutuhan 

dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Keberadaan perencanaan didalam 

organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman ketika 

melaksanakan kegiatan organisasi. 

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah maka perencananaan pembangunan daerah 

adalah satu kesatuan dalamsistem perencanaan pembangunan nasional 

yang dilakukan pemerintah daerah bersama stakeholder berdasar peran 

dan kewenangannya, berdasar kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan daerah tidak 

lepas dari sistem perencanaan pembangunannasional yang di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tetang Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dikoordinasikan dengan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan 

kegitan Pembangunan dalm rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

wajib dan/atau urusan pemerintah pilihansesuai tugas dan fungsisetiap 

perangkat daerah. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. 
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Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang 

Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah disusun perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara 

berjangka termasuk rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) PD, yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada 

RPJMD Daerah dan bersifat indikatif untuk periode lima tahun. Renstra PD 

merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah 

daerah, sebagai acuan pelayanan OPD khusunya dan pembangunan 

daerah, sebagai acuan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan 

daerah pada umumnya dalam jangka 5 tahun kedepan masa pimpinan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan 

Rencana Strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD 

dalam menerjemahkan, mengoperasionakan dan mengimplementasikan 

Visi, Misi dan Program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Rencana Strategis OPD 

sesuai tugas dan fungsi OPD. Rencana strategis OPD menjawab 3 

pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai dalam lima 

tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah 

strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, 

dalam proses penyusunan dokumen Renstra OPD masih dapat membangun 

komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan 

Rencana Strategis OPD melalui proses yang transparan, demokrasi, dan 

akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, 

bottom-up dan top-down. Rancangan Rencana Strategis diharapkan 

memuatanalisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang 

permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan 

srtrategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap 

strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan 

ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam 

memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai 

sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan pelayanan kepada 

Anggota DPRD. Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi 

atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung 
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masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga-

lebaga informal lainnya yang ada di masyarakat. 

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013-2018 dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan Nasional dan 

sejalan dengan evaluasi RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut dan dengan 

adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang pada 

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Nomor 

55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang didalamnya terdapat uraian 

tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 

fungsi DPRD Provinsi.Tugas Sekretariat DPRD ini sendiri ialah membantu 

Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatandan keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta 

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan. Dalam melasanakan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD 

dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan 

pada tingkat organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penyesuaian 

atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

Renstra yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2107 dan 2018. 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar Hukum Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1950  tentang  Pembentukan 

Provinsi Jawa   Tengah   (Himpunan   Peraturan-Peraturan   Negara 

Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4698); 

5. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  8  Tahun  2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 

Seri E Nomor 1); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  di  Daerah  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017   tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provin Jawa Tengah. 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 

86). 
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13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi jawa Tengah 

adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Melaksanakan kegiatan selama kurun 

waktu tahun 2017-2018 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan 

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan 

perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan 

berkualitas. 

Tujuan Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013-2018 adalah; 

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

2. Sebagai Indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah 

3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan politik dan berdemokrasi, penyampaian 

aspirasi dan 

4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan 

pengawasan atas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan serta sistematika. 

BAB II Gambaran Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah 

Bab ini memuat tugas, fungsi yang didalamnya memuat struktur 

organisasi, susunan kepegawaian, yang terkait dengan 

kewenangan urusan bidang pemerintahan, kondisi capaian 

kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
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Bab ini memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa tengah, 

telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur 

terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan Strategis, serta 

penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai 

visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang 

pemerintahan dan pelayanan yang diarahkan untuk dapat 

mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan, disamping itu juga memuat tentang 

indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif 

untuk lima tahun kedepan 2013-2018. 

BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Bab ini memuat indikator kinerja yang ditetapkan serta menjadi 

alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

BAB VII Penutup 

Bab ini memuat tentang penegasan terhadap komitmen untuk 

melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 secara konsisten yang implementasinya 

dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai 

pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 

(lima) tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa tengah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN OPD 

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan Administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin 

oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang secara teknis operasional berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah Provinsi 

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

ialah Membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan 

dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, Serta 

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa tengah 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai: 

2.1.1 .  Tugas 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas Membantu Gubernur 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai 

dengan kebutuhan. 

2.1.2   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan  fungsi , antara lain : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Jawa Tengah. 
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b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Jawa Tengah. 

c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. 

2.1.3 . Stuktur Organisasi 

Berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 

2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang 

dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut: 

1. Sekretariat Dewan 

2. Bagian Umum, membawahi: 

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Rumah Tangga; 

c. Sub Bagian Perlengkapan. 

3. Bagian Persidangan, membawahi: 

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah; 

b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; 

c. Sub Bagian Peraturan PerUndang-Undangan dan Pengkajian; 

4. Bagian Keuangan, membawahi: 

a. Sub Bagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Akuntansi; 

c. Sub Bagian Perbendaharaan. 

5. Bagian Humas dan Pengkajian, Membawahi: 

a. Sub Bagian Publikasi; 

b. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi; 

c. Sub Bagian Protokol; 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Terdapat seorang Tenaga Paramedis yang melayani Poliklinik 

Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa 

Tengah. 

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa tengah 

sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdata sejumlah 171 pegawai negeri yang 

terdiri dari 129 pegawai laki-laki dan 42 pegawai perempuan. Keseluruhan 

sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. 

Struktur tingkat pendidikan sumber daya manusia Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah terekam dalam diagram berikut: 

Tabel 2.1 

Diagram Pegawai berdasarkan Tingkatan Pendidikan
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2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah 

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-

2016 dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi kinerja tiap 

tahunnya, yang diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah 

Terlampir (Lampiran 1) 
 

NO 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra OPD 

Tahun ke- 

Realisasi Capaian Tahun 

ke- 

Rasio Capaian pada 

Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 

Tabel 2.3 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah 

Terlampir (Lampiran 2) 

Uraian **) 
Anggaran pada Tahun ke-  

Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke-  

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke-  

Rata-rata 

Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

                  

 

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa tengah adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi 

untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang 

dihasilkan dapat lebih maksimal. 

3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah. 

4. Diperlukan penempatan pegawai yang sesuai dengan jenis pendidikan 

dan keahliannya. 

5. Adanya tuntutan kualitas SDM aparatur/ASN dalam meningkatkan daya 

saing global. 

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

b. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat 

dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

c. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa 

Tengah 

d. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana publik, dan peningkatan kapasitas aparatur 

e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan 

mutu pendidikan perbaikan taraf hidup ekonomi serta mengurangi 

ketimpangan sarana dan prasarana teknologi informasi antara 

pedesaan dan perkotaan 

f. Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan 

kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui 

sinkronisasi peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan 

kerjasama antar daerah 

g. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah 

dalam implementasi dan optimalisasi tertib 

h. Meningkatkan inventarisasi aset daerah melalui penguatan 

manajemen aset dan pemanfaatan aset daerah 

i. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 

j. Mengoptimalkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui 

dukungan peraturan perUndang-Undangan serta kesadaran hukum 

masyarakat 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI 

 

Sejalan dengan kontek pembangunan di suatu daerah, maka daerah 

sebagai bagian dari sub sistem yang berintegrasi secara nasional juga memiliki 

kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika 

lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan 

perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara kelanjutan dan perbaikan 

kinerja lembaga, maka Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah dalam 

mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang 

berkembang saat ini dan 5 tahun yang akan datang. 

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengan, 

sehingga menurut terjadinya perubahan peran serta Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam 

perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung 

tercapainya visi dan misi pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2013-

2018. 

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan 

ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan 

kekuatan dan kelemahan lembaga atau instansi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi 

menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang 

diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2013-2018). 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan 

tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, antara lain: 

a. Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 

disebabkan belum berjalannya peran dan fungsi DPRD, partai politik 

dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi politik. 
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b. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa 

Tengah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

Kabupaten/Kota terhadap seperangkat peraturan otonomi daerah 

c. Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain disebabkan 

kemampuan aparatur pemerintah yang di daerah belum profesional, 

peraturan daerah tersebut belum sinkron dalam mendukung 

kerjasama daerah. 

d. Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan 

keuangan daerah dan kadang-kadang berubah-ubah yang 

mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam 

mengimplementasi dan optimalisasi tertib administrasi keuangan 

daerah 

e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 

kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan 

f. Belum terintegrasinya sistem informasi ketatausahaan dengan 

sistem informasi kepegawaian 

g. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung keamanan 

lingkungan gedung dan kantor 

h. Masih minimnya peralatan/teknologi yang menunjang inventarisasi 

aset barang milik daerah 

i. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah, serta penggunaan dan 

pemanfaatan aset daerah yang disebabkan masih minimnya 

peralatan/teknologi yang dapat menunjang manajemen aset daerah. 

j. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai 

salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. 

k. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhdapa 

pimpinan dan anggota DPRD yang akurat 

l. Kurang memadainya Pool/Garasi sebagai salah satu faktor 

pemeliharaan kendaraan dinas menjadi kurang optimal. 

m. Masih kurangnya regulasi (Juklak, Juknis, SOP, SPM, dll) yang 

mengatur pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD 

n. Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 

Sekretariat DPRD 

o. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan 

yang efektif 

p. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi 

yang cukup dalam hal Pelayanan yang prima. 
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3.2 Review Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan 

dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang 

hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013 adalah: 

VISI : 

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI 

“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” 

MISI : 

1. Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno - berdaulat di bidang 

Politik, berdikari di bidang Ekonomi, dan berkepribadian di bidang 

Kebudayaan.   

2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, penanggulangan 

kemiskinan dan pengangguran.  

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan 

transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi".  

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan 

persatuan dan Kesatuan. 

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat. 

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa 

Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.  

PROGRAM UNGGULAN : 

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat 

untukMewujudkan demokrasi yg berkualitas. 

2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi. 

3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan 

dan terintegrasi. 

4. Mewujudkan desa mandiri. 

5. Meningkatkan kesejahteraan buruh. 

6. Rakyat sehat.  

7. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah. 
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8. Peningkatan Keadilan Gender.  

9. Infrastruktur dan sarana transportasi.  

10. Ijo royo-royo. 

11. Peningkatan fungsi dan peran seni budaya Jawa.  

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 

dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Provinsi 

Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan 

misi Gubernur, Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 

dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang 

tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan 

penganggaran yang efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk 

mencapai pelayanan prima.  

Tujuan dan Sasaran dari Misi ini adalah : 

1. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, 

profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; 

2. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; 

3. Melaksanakan penegakan hukum. 

4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi; 

5. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola 

karier yang jelas; 

6. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; 

7. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);  

8. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; 

9. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme; 

10. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian; 

11. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

12. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang 

mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam upaya turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut, tentunya Sekretariat DPRD perlu 

untuk menyusun suatu visi dan misi yang sejalan dengan pencapaian tujuan 
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pembangunan melalui tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai OPD yang 

membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelayanan bagi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

3.3 Telaah Renstra K/L Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun 

global permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia 

semakin komplek. Arus besar globalisasi membawa dampak informasi, 

fleksibilitas yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi. 

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi 

proses untuk :  

a. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

b. Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian 

akuntabilitas kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pelaksanaan 

otonomi daerah. 

e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. 

f. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Provinsi, Pusat dan Luar Negeri. 

g. Meningkatkan Sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, 

meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah dalam mengefektifkan 

sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan 

kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme aparat dengan menekankan pada 

perubahan sikap danperilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, 

efisien responsif, tranparan dan  akuntabel serta meningkatkan PAD dan 

sumber pendapatan lainnya. 

h. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamananan aset 

daerah. 

i. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 

Demokrasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, 

antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan 
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terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola 

pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum 

sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga 

berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam 

yang memunculkan isu perubahan iklim (climax change). Ketegangan lintas 

batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme 

serta masalah tenaga kerja indonesia di luar negeri. Berbagai masalah 

tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi 

bangsa dan negara indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan 

kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Sekertariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan 

tersebut, peran sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat strategis 

karena merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan 

nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku 

pembangunan nasional. Untuk itu, sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

dituntut memiliki kemampuan dan menjembatani kesenjangan serta 

menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan 

pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1995 yaitu masyarakat 

indonesia yang adil dan makmur.  

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  (RTRWN) 

adalah  arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. 

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya 

disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 

Tahun 2009 tentang PPLH pasal l angka 10). 

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi 
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menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 

Ayat 2). 

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah 

kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras 

dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. 

Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat 

aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan 

perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian 

pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai 

dengan upaya pemerintah daerah untuk menguhah struktur perekonomian 

Jawa Tengah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah 

sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan 

ruang yang mendukung Provinsi Jawa Tengah masyarakat adil, makmur, dan 

sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya menuju dukung 

lingkungan. 

Ruanglingkup Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup : 

a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi 

b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi  

c. Rencana pola ruang wilayah provinsi  

d. Penetapan kawasan strategi provinsi  

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan  

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.  

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa 

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) 

yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 

huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi 

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."  

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan 

resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 

Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi 

KLHS dan Renstra Sekretariat DPRD dapat sejalan tanpa ada implikasi yang 

signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di 
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Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan SDM yang sejalan dengan 

muatan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya 

yang signifikan bagi daerah dengan  karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, 

tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan, maka 

dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui 

berbagai Pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap 

pencapaian sasaran Pembangunan nasional, merupakan tugas dan 

tanggungjawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan 

terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji 

politik yang perlu diwujudkan.  

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah 

satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. 

b. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan 

dan Anggota DPRD yang akurat 

c. Kurang memadainya Pool / Garasi sebagai salah satu faktor 

pemeliharaan kendaraan dinas menjadi kurang optimal. 

d. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang mengatur 

pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD 

e. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang 

efektif. 

f. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang 

cukup dalam hal Pelayanan yang prima.  
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat 

penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran kreatif menjadi 

Perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa 

depan dengan satu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang 

berkepentingan, untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapai organisasi baik 

untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi, 

tujuan, sasaran strategi dan kebijakan agar menjadi nyata di masa yang akan 

datang.  

4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

Tujuan yang akan dicapai Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Provinsi Jawa Tengah, adalah : 

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

c. Membangun rasa kebersamaan di dalam kelembagaan 

d. Memberikan pelayanan administrasi secara maksimal kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  

e. Memfasilitasi dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif. 

Program yang akan dilakukan untuk mendukung strategi dalam 

mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah daerah adalah: 

a. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

b. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah 

c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

d. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah  

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan 

demokrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 

a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun insfrastruktur 

politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang 

tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan 

rakyat di daerah. 

b. Terselenggaranya proses politik yab demokratis dan transparan dalam 

rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya 

program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan 

berdemokratis. 

c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan 

morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan 

keadilan. 

d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi.  

 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD 

Terlampir (Lampiran 3) 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN KE- 

2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

4.2 . Strategi dan Kebijakan 

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi 

sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran 

kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk 

melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan 

semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat 

tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam 

bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di 

masa yang datang. 

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia 

aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Good 

Governance. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan 

pembangunan. 

Tabel 4.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1 Meningkatkan 
profesionalisme 
aparatur di 
lingkungan 
Sekretariat DPRD 

Melayanani dan 
menfasilitasi 
Program Pelayanan 
administrasi 
Perkantoran 

Peningkatan  serta  
optimalisasi  tugas  pokok  
dan  fungsi masing-masing 
struktur organisasi : Bagian 
Umum, Bagian Persidangan, 
Bagian Humas dan Bagian 
Keuangan.  

Kebijakan 
peningkatan dan 
optimalisasi tugas 
pokok dan fungsi 
masing-masing 
struktur organisasi 
Sekretariat Dewan. 
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2 Meningkatkan 
fasilitas sarana 
dan Prasarana 
untuk kelancaran 
tugas DPRD 

Melayani dan 
menfasilitasi 
Program 
Peningkatan  Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Peningkatan    sarana    dan    
prasarana    dalam    rangka 
mendukung pelaksanaan  
tugas  pelayanan  
administrasi kepada Dewan. 

Kebijakan 
peningkatan 
penyediaan dan 
pemanfaatan saran 
dan prasarana 
kantor. 

3 Membangun rasa 
kebersamaan di 
dalam 
kelembagaan 

Melayani dan 
menfasilitasi 
Program 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Penerapan  disiplin  pegawai  
sesuai  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

Kebijakan 
penerapan disiplin 
pegawai sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku. 

4 Memberikan 
pelayanan 
administrasi 
secara maksimal 
kepada DPRD 

Melayani dan 
menfasilitasi 
Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Peningkatkan kualitas dan 
kapasitas aparatur 
Sekretariat Dewan melalui   
pendidikan   dan   pelatihan   
baik   diklat penjenjangan, 
diklat teknis, dan bimbingan 
teknis lainnya sesuai 
kebutuhan tugas pokok dan 
fungsi. 

Kebijakan  
peningkatan  
kapasitas  aparatur  
Sekretariat  Dewan 
melalui pendidikan 
dan pelatihan baik 
formal maupun 
informal. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan 

pada bagian sebelumnya, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis 

yang telah dioperasionalkan kurun waktu 5 tahun (2013-2018), meliputi program, 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan 

tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018. 

5.1 Rencana Program dan Kegiatan 

Strategi dan Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Jawa Tengah, kegiatan yang dilaksanakan mencakup : 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai 

berikut  

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

4. Kegiatan penyediaan jasa jaminan/premi asuransi barang milik 

daerah 

5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas 

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

9. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 

10. Kegiatan penyediaan bahan dan peraturan perUndang-Undangan 

11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman  

12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

13. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran 

14. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana 

15. Kegiatan penyediaan jasa jaminan asuransi pemeliharaan kesehatan 

anggota DPRD 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

16. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 

17. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional 

18. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 
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19. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

20. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

21. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

22. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair 

23. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah 

tangga 

24. Kegiatan pemeliharaan arsip 

25. Kegiatan pemeliharaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan 

26. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor 

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

27. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

28. Kegiatan pendidikan pelatihan formal 

E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

29. Kegiatan penyusunan pembahasan raperda dan raperda inisiatif 

serta peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah 

30. Kegiatan penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan 

perUndang-Undangan 

31. Kegiatan kunjungan kerja dan kunjungan lapangan DPRD Provinsi 

Jawa Tengah 

32. Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 

33. Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, 

Fraksi DPRD Prov Jateng melalui Media Massa 

34. Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan 

35. Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif dan Warta DPRD 

Jateng Online 

36. Kegiatan Seminar dan Focus Group Discusion (FGD) DPRD Prov 

Jateng 

37. Kegiatan Sosialisasi / Uji Publik dan Pendampingan Protokoler Alat 

Kelengkapan DPRD 

38. Kegiatan pembuatan buku memori anggota DPRD Provinsi Jawa 

Tengah periode 2009-2014. 

39. Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Pimpinan, Komisi dan 

Kedewanan Melalui Media. 

40. Kegiatan Fasilitasi Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Tengah. 



RENSTRA - Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 30 

5.2 Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja 

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan 

rencana strategis pembangunan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 kegiatan 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 kegiatan 

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan 

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan 

5. Peningkatan Lembaga Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11 

kegiatan 

Sedangkan diantara 5 program kegiatan yang menjadi indikator 

kinerja utama adalah Program Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

5.3 Pendanaan Indikatif 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa 

sumber keuangan APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi 

khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan 

sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013-2018 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang telah 

sesuai program tersebut yang diperoleh adalah alokasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Pembiayaan indikatif rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 berpedoman pada paku 

indikatif pembiayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan 

komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga 

minyak, pajak, dan bagi hasil dan pendapatan yang lain. 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan 

pada bidang, dan kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi 

perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-

masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin 

dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyrakat. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung, 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat, melihat tingkatan kinerja 

baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai 

kegiatan dan berfungsi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagi 

indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian, pelaporan kinerja 

secara menyeluruh, terpadu, guna memenuhi kewajiban pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, 

fungsi dan organisasi. 

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) menghadapi masalah berupa mengukur kinerja dan 

menentukan indikator kinerja yang tetap. Problematika tersebut timbul karena 

sektor publik setelah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan sektor 

bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan entitas. Output entitas 

pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur 

kuantitas dan kualitasnya.  

Indikator kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) adalah indikator kinerja yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun yang akan datang dan merupakan 

komitmen untuk pencapaian tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini juga berhubungan dengan arah 

kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. 
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Tabel 6.1 

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian 

Setiap Tahun  
Kondisi Kinerja pada 

akhir periode RPJMD 

Tahun  0 (2013) 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah 
        

1 

Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda 

dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD 

Prov. Jateng 

88.57 100.00 100.00 100.00 

2 
Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan 

Penelaahan Peraturan Perundang-undangan 
92.33 100.00 100.00 100.00 

3 Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Jateng 61.52 100.00 100.00 100.00 

4 Kegiatan Reses DPRD Prov. Jateng 66.67 100.00 100.00 100.00 

5 

Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, 

Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Prov 

Jateng melalui Media Massa 

75.00 100.00 100.00 100.00 

6 
Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar 

Legislatif 
80.00 100.00 100.00 100.00 

7 Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik 66.67 100.00 100.00 100.00 

8 Kegiatan Seminar DPRD Prov. Jateng 90.00 100.00 100.00 100.00 

9 
Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan 

Kedewanan 
75.00 100.00 100.00 100.00 

10 
Kegiatan Penyusunan Buku Memori DPRD 

Prov. Jateng Masa Bhakti 2009-2014 
 -   -   -                                -  

11 

Kegiatan Informasi dan Dokumentasi 

Pimpinan, Komisi dan Kedewanan Melalui 

Media 

                            -  
                  

-  
 100.00   100.00  

12 
Kegiatan Fasilitasi Serah Terima Jabatan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 
 -   -   100.00   100.00  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 merupakan acuan dan 

pedoman bagi segenap komponen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas penyusunan 

rencana kegiatan tahunan penyelenggaraan pelayanan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya : 

1. Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, maka Renstra 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan acuan dan pedoman 

bagi segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaran dan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

2. Rencana Strategis (Renstra OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah ini perlu dijabarkan lagi secara terperinci 

dari bagaiman operasionalnya oleh semua bagian yang 

bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. 

3. Perlu adanya tim kerja lintas bagian serta koordinasi dan sinkronisasi 

lintas bagian agar dapat digunakan sebagai saranan untuk 

mengevaluasi laporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.  

4. Hasil-hasil pelayanan terhadap aspirasi masyarakat kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu 

memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri 

Sipil dan menciptakan Good Governance di lingkungan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

7.2  Kaidah Pelaksanaan 

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2013-2018 

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yang disusun melalui berbagai 

tahapan persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan 
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diakhiri dengan penetapan. Setelah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka 

dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (OPD) menjadi Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Dewan 

(SETWAN).Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta 

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (OPD) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh Sekretariat 

Dewan (SETWAN) dalam rangka penyelarasan akhir dengan Rencanan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah diajukan 

kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan 

keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (OPD), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(OPD) dalam menyusun rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(OPD). 

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai 

kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ini adalah sebagai berikut: 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggungjawab atas 

tercapainya kinerja sasaran (impact) Rencana Strategis Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. 

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dilakukan melalui Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui program kerja setiap 

tahun. 

Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tiap tahun melalui evaluais hasil pelaksanaan DPA tiap 

triwulan digunakan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk 

mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategis dan kebijakan 

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai 

sasaran Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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Dalam pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan 

perbaikan atau revisi periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika pada kesempatan yang 

sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan 

per Undang-Undangan.  


